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TENTANG

o

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa terjaminnya hak setiap orang di Banda Aceh
dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif diperlukan sistem penyediaan air
minum sebagai tanggung jawab Pemerintah Kota Banda
Aceh sesudi dengan peraturan perundang-undangan;

i b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,
maka nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy
Banda Aceh sebagai perusahaan daerah yang didirikan oleh
Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan
Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1975
tentang Pendirian Perusahaan Air Minum pada Tingkat II
Banda Aceh (selanjutnya disebut PDAM Tirta Daroy) perlu
disesuaikan; «

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota
Banda Aceh tentang Perusahaan Umurri Daerah Air Minum
Tirta Daroy;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 Tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera utara (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh (Lembarap flegara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembahan Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah
beberapa' kali diubah tera}chir dengan Undang-undang
Nomor 1Tahun 2022 teritang Hubungan Keuangan antara
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Pemerintah Pusat dan Pemerihtahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun '2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH

dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN: !

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DAROY.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun iniyang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda yang selanjutnya

disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota
Banda Aceh.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda
Aceh.

6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy yang
selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Daroy adalah
Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang
pelayanan air minum.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam
Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada
Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM
adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan
memegang segala kewenangam yang tidak diserahkan
kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

9. Dewan ...ÿÿ



9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta
Daroy yang bertugas melakukan pengawasan memberikan
nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan
pengurusan perusahaan umum Daerah.

10.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Daroy yang
bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum
untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta
mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy
yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

BAB II
PERUBAHAN NAMA

Pasal 2

Dengan Qanun ini nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Daroy Kota Banda Aceh yang dibentuk dengan Peraturan
Daerah Tingkat II Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1975
tentang Pendirian Perusahaan Air Minum pada Tingkat II
Banda Aceh diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air
MinumTirta Daroy Kota Banda Aceh.

BAB III
NAMA, LAMBANG, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nama dan Lambang

Pasal 3

(1) Nama Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah Tirta Daroy.

(2) Lambang Perumda Air Minpm Tirta Daroy sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4

(1) Perumda Air MinumTirta Daroy berkedudukan di Kota.
(2) Untuk mendukung efektivitas dan peningkatan pelayanan

kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Daroy dapat
membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan
berkantor di wilayah Kecamatan/gampong dan/atau
wilayah lainnya.

BAB .../



BAB IV
* MAKSUD, TUJUAN, DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

, Pasal 5.

Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Air Minum Tirta
Daroy adalah:
a. menyelenggarakan penyediaan air minum demi

kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang
memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil,
merata dan terus menerus; f

b. menunjang program pembangunan daerah di bidang
pengelolaan air minum; »

c. melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

ÿ Bagian Kedua
Kegiatan Usaha

Pasal 6

(1) Kegiatan usaha PerumdaAir MinumTirta Daroy adalah:
a. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada

masyarakat secara tertib dan teratuf sesuai peraturan
perundang-undangan; dan

b. jenis usaha lainnya dalam rangka menunjang
pembangunan ekonomi daerah.

(2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, selama tidak bertentangan dengan
jenis usaha perusahaan umum daerah lainnya dan
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

c
BAB V ,

MODAL

Pasal 7

(1) Modal dasar , Perumda Air Minum Tirta Darqy ditetapkan
sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

(2) Modal setpr Perumda Air Minum Tirta Daroy ditetapkan
sebesar Rp. 124.621.211,351,- (seratus dua puluh empat
milyar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus sebelas
ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).

(3) Sumber Modal Perumda Air MinumTirta Daroy terdiri dari:
a. penyertapn modal Kota;
b. pinjaman;
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.

(4) Ketentuan ...ÿ



(4) Ketentuan modal Perumda « Air Minum Tirta Paroy
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Semua alat likuid disimpan di lembaga perbankan
dan/atau lembaga keuangan lainnya atas persetujuan
KPM.

(6) Modal Perumda Air Minum Tirta Daroy merupakan
kekayaan Kota yang dipisahkan.

Pasal 8

(1) Penyertaan modal Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf a besarannya disesuaikan dengan
kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan daerah.

(2) Penyertaan modal dapat' berup'a uang dan . barang milik
Kota.

(3) Penyertaan modal oleh Pemerintah Kota ditetapkan dengan
Qanun.

BAB VI
ORGAN PERUMDA AIR.MINUM TIRTA DAROY

' Pasal 9

(1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Daroy dilakukan
oleh Organ Perumda Air MinumTirta Daroy.

(2) Organ Perumda Air Minum Tirta Daroy sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. KPM;
b. Dewan. Pengawas; dan
c. Direksi.

Pasal 10

Setiap orang dalam pengurusan Perumda
t
Air Minum Tirta

Daroy dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat
ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke
samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

babyn
KPM, DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN KEPEGAWAIAN

PERUMDA AIR MINUM TIRTA DAROY

Bagian Ke.satu
, KPM ' ,

Pasal 11

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat
dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta
Daroy. . j

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

l. rapat



a. rapat tahunan;
b. rapat;persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air

MinumTirta Daroy; dan
c. rapat luar biasa.

Pasal 12

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air
MinumTirta Daroy apabila dapat membuktikan:
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung

maupun tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh Perumda Air MinumTirta Daroy; dan/atau
c. tidak teriibat baik secara langsung m&upun tidak langsung

menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Daroy
secara melawan hukum.

Pasal 13

r (1) KPM selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta
ÿ Daroy mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada
pejabat perangkat Kota seisin pengawas.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) antara laim
a. perubahan anggaran dasar;
b. pengalihan aset tetap;
c. kerja sama;
d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan

anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
e. penyertaan modal Pemerintah Kota bersumber dari

modal ,kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi
aset, dan agio saham;

f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas,
dan Direksi;

g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
h. penetapan besaran penggunaan laba;
i. pengesahan laporan tahunan;
j. penggabungan, pemisahan, peleburan,

pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum
Tirta Daroy; dan

k. jaminan aset berjumlah lebih dari,-50% (lima puluh
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air
MinumTirta Daroy dalam 1(satu) transaksi atau lebih.

(4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber
dari hasil pengelolaan kekayaan Kota yang dipisahkan.

(5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
a. target kinerja Perumda Air MinumTirta Daroy;
b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Kota yang

dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
c. laporan keuangan PerumdaAir MinumTirta Daroy.

(6) Ketentuan ...
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(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif
pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

i : Bagian Kedua
Dewan Pengawas

.j. Pasal 14

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur
independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
terdiri atas pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah
Daerah, dan/atau pejabat pemerintah Kota yang tidak
bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang
bersangkutan harus memenvihi syarat sebagai berikut:
a. mampu membaca Al-Qur'an;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki keajilian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,

jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan perusahaan;

d. memahami penyejenggaraan pemerintahan Kota;
e. memahami manajemen perusahaan umum daerah air

minum; ,;

f. mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;

g. berijazah paling rendah Strata I(S-l);
h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat

mendaftar per'tama kali;
i. tidak pernah dinyatakan pailit;
j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas,

atau Komisaris yang dinyatakan bersalah yang
menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan
pailit;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala

daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon
anggota legislatif.

Pasal ...ÿ
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ÿ Pasal 17

(1) Pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui
seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana ;<£imaksud pada ayat (1) meliputi
tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh
tim atau lembaga profesional.

(3) Ketentuan liebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada
peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus
seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib
menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat
sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksjud pada ayat (1) dilaksanakan secara tidak

rj bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota
Direksi.

(3) Dalam hal anggota Dewan, Pengawas diangkat, anggota
Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.

(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan sebagai
anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama

denganjumlah Direksi. j
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1

(satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan
Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

.. (4) Penentuan jumlah anggota D,eyran Pbngawas sebagaimana
U dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan

asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan
pembiayaan, bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta
Daroy.

Pasal 20
t,

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling
lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masajabatan.
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Pasal 21

-i

(1) Dewan Pengawas bertugas-:
a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum

Tirta Daroy; dan
b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam

menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta
Daroy.

(2) Dewan
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(2) Dewan Pengawas wajib:
a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;dan
b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
a. meninggal dunia;'
b. ma,sajabatannya berakhir;
c. dinyatakan pailit; dan/atau
d. diberhentikan sewaktu-waktu.

•' -A
Pasal 23

(1) Dalarri hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir
karena masa jabatannya berakhir sdbagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib
menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa
jabatan paling lambat 3 (tigÿ) bulan sebelum berakhir masa
jabatannya.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas
pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah berakhir masajabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud ! pada ayat (1) sebagai dasar
pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau
memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota
Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya
dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu
dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan
disampaikan kepada KPM.

(5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota
Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda
Air MinumTirta Daroy dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 24

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir
karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 , huruf d, pemberhentian
dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota' Dewan Pengawas. sebagaimana
dimaksud pÿda ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan
data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah,
anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
a. tidak dapp.t melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dari/atau keteptuan anggaran dasar;
c. terlibat,. . dalam tindakan kecurangan yang

mengakibatkan kerugiari ,pada Peiÿamda Air Minum
Tirta Daroy, Negara dan/atau Kota;

d. dinyatakan

4
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cL dinyatakan bersalah dengan puttisan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota

Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan
kebijakan Pemerintah Kota seperti restrukturisasi,
likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air
MinumTirta Daroy.

Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 26

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2
(dua) jabatan anggota Dewarn Pengawas dan/atau anggota
Komisaris.

ÿ (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai .sanksi administratif berupa diberhentikan
sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan
Pengawas. ,

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja . sejak yang bersangkutan diangkat memangku
jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua
jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan
Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 27

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan
rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada BUJyiD, badan usaha milik negara,

dan/atau badan usaha miliÿc swasta;
b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan; dan/atau
c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik

kepentingan.
(

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan
sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan
Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku
jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan
yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas
dinyatakan berakhir.

Pasal ...



Pasal 28

O

(1) Anggota Dewan Pengawas wajjb dengan itikad baik dan
tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan
PerumdaAir MinumTirta Darby.

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh
secara pribadi apabila yang bersanÿkutan bersalah atau
lalai menjalankan tugasnya.

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke: pengadilan terhadap
anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau
kelalaiannya menimbulkan kerugiaiii pada Perumda Air
MinumTirta Daroy.

Pasal 29

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh
KPM.

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) palingbanyak terdiri atas:
a. honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif kinerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota
Dewan Pengawas menyesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan. '

Pasal 30

(1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris
yang dibiayai oleh PerumdaAir MinumTirta Daroy.

(2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas.

t

Pasal 31
i

Biaya yang « diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
anggota Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda Air
Minum Tirta Daroy dan dimuat dalam rencana kerja dan
anggaran PerumdaAir MinumTirta Daroy.

Pasal 32
: I

(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan
Pengawas.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas
dapat pula diambil di luar rapat 'Dewan Pengawas
sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang
cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat
yang berisi halyang dibicarakan dan diputuskan, termasuk
apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota
Dewan Pengawas.

Bagian
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Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan Direksi

Pasal 33

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum
Tirta Daroy.i t

Pasal 34

(1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Daroy diangkat oleh
KPM. .

i ' \

(2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada 'ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang
bersangkutan harus memenuhi sy&ra.t sepagai berikut:
a. mampu membaca Al-Quran dan menjalankan syariat Islam;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,

jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan perusahaan;

d. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e. memahami manajemen perusahaan umum daerah air

minum;
f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha

perusahaan umum daerah air minum;
g. berijazah paling rendah Strata 1(S-l);
h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang

manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah
memimpin tim;

i. diutamakan mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5
(lima) tahun dalam pengelolaan perusahaan daerah di
bidang air minum, dibuktikan dengan surat pengalaman
kerja dari tempat kerja sebelumnya;

j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan
paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat
mendaftar pertama kali;

k. tidak pernah . menjadi anggota Direksi, Dewan
Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan
pailit;

1. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala

daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon
anggota legislatif.

Pasal



Pasal 36

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pacja ayat (1) sekurang-

kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan
yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayait (2) diatur dengan
Peraturan Walikota yang bÿrpedoman pada peraturan
perundang-undangan. ; ,,,

Pasal 37
» 4

(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 36 wajib
menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai
anggota Direksi. !

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota
Direksi yang dinilai mampu melaks&nakan tugas dengan
baik selama masajabatannya.

(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota
Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

(4) Penandatanganan kontrak'kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali
sebagai anggota Direksi.

Pasal 3,8

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima)
orang.

(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan
efektivitas pengurusan PerumdaAir MinumTirta Daroy dan
disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.

(4) Direktur utama diangkat dari salah • satu anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masajabatan kecuali:
a. ditentukan /lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
b. dalam,L h;al anggota Direksi memilÿki keahlian khusus

dan/atau,prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk
masajabatan yang ketiga.

Paragraf ...



Paragraf 2

G

Tugas dan Wewenang Direksi
Pasal 40

(1) Tugas Direksi dalam melaksanakjan . pengurusan dan
pengelolaan Perumda Air MinumTirtd Daroy, meliputi;
a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan

pengawasan seluruh kegiatan opÿrasional Perumda Air
MinumTirta Daroy;

b. membina pegawai; i
c. mengurus dan mengelola kekayaajn Perumda Air Minum

Tirta Daroy;
d. men3>elenggarakan administrasi ujnum dan keuangan;
e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan

(business plan/corporate plan) yang disahkan oleh KPM
melalui Dewan Pengawas; ; :

f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan
Apggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Daroy
yang merupakan penjabaran tajhunan dan Rencana
Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada
KPM melalui Dewan Pengawas; dan

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh
kegiatan Perumda Air Minum Tirta Daroy kepada KPM
melalui Dewan Pengawas. -

(2) Direksi ddlam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai wewenang:
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air

Minum Tirta Daroy berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perumda Air Minum Tirta Daroy dengan persetujuan
Dewan Pengawas;

c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di
bawah Direksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

(ÿy d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Daroy di dalam dan
di.luar pengadilan; 1

e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum
mewakili Perumda Air MinumTirta Daroy;

f. menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran
dan tahunan;

g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik
Perumda Air Minum Tirta Daroy berdasarkan
persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas
berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

h. melakukan pinjaman, ÿmengikatkan diri dalam
perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak
lain dengan persetujuan KPM atasi pertimbangan Dewan

. Pengawas berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pasal
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Pasal 41
m

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda
Air MinumTirta Daroy apabila:
a. teijadi perkara di pengadilan antara Perumda Air

Minum Tirta Daroy dengan anggota Direksi yang
bersangkutan; dan/atau

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai
kepentingan yang bertentangan i dengan kepentingan
Perumda Air MinumTirta Daroy.

(2) Dalam hal teijadi keadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta
Daroy yaitu:
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai

benturan kepentingan dengan Perymda Air Minum Tirta
Daroy;

b. Dewan Pengawas, dalam hal seluruh anggota
Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan
Perumda Air MinumTirta Daroy; dtau

r j c. pihak lain yang ditunjuk oleh KflM, dalam hal seluruh
ÿ anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai

benturan kepentingan dengan Peiiumda Air Minum Tirta
Daroy.

I •< •>

-Pasal 42

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Berakhirnya dabatan Direksi

Pasal 43

Jabatan anggota Direksi berakhir apabild anggota Direksi:
a. meninggal dunia;
b. masajabatannya berakhir; atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan
pengurusan tugas akhir masajabataiji paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum berakhir masajabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang
belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
berakhir masajabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugjas akhir masajabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat |(2), Dewan Pengawas
wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas
kineija Direksi kepada KPM.

(4) Laporan ...
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(4) Laporan sebagaimana dimaksud jpada ayat (2) serta
penilaian dan rekomendasi sebagaipnana dimaksud pada
ayat (3) .sebagai dasar pertimfcangan. KPM untuk
pengangkatan masajabatan berikutriya.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir ijnasa jabatan anggota
Direksi yang berakhir masa jabdtannya dilaksanakan
setelah hasil audit dengan tujuap tertentu atau audit
tahunan dari kantor ÿkuntap. putylik dan disampaikan
kepada KPM.

Pasal 45

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena
diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib
disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota pireksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan
informasi yang dapat dibuktikan ; secara sah, anggota
Direksiyang bersangkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugas;j
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/'atau ketentuan an'ggaran dasar;
kecurangan yang

Perumda Air Minum
c. terlibat dalam tindakan

mengakibatkan kerugian pada
Tirta Daroy, negara, dan/atau Dalerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putjusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukuim tetap;

e. mengundurkan diri; j
f. tidak lagi memenuhi persyardtan sebagai anggota

Direksi sesuai dengan ketentuani peraturan perundang-
undangan; dan/atau . !

g. tidak terpilih lagi karena adany4 perubahan kebijakan
Pemerintah Kota dalam hal restrukturisasi, likuidasi,
akuisisi, dan pembubaran; Perujmda Air Minum Tirta
Daroy. ,

Pasal 46
1' i

Direksi Perumda Air Minum Tirta Dailoy diberhentikan oleh
KPM.

Paragraf 4
LaranganJabatan Direksi

J

, ÿ Pasal 47

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap
sebagai:
a. anggota Direksi pada BUMD; lain, badan usaha milik

negara, dan badan usaha milik swasta; .
b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan; dan/ atau;
c. jabatan lain yang dapat frienimbulkan konflik

kepentingan.
(2) Pelanggaran -ÿ
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(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimanaj dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan
sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dfmaksud pada ayat (2)
tidak dilaksanakan oleh KPM paling! lama 20 (dua puluh)
hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku
jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang
bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

; Pasal 48 j

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikati. baik dan tanggung
jawab menjalankan tugas untuk kejpentingan dan usaha
Perumda Air MinumTirta Daroy.

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara
pribadi apabila yang bersangkutan! bersajah atau lalai
menjalankan tugasnya sesuai ; dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l).i .

(3) KPM dapat mengajukan gugatan kei pengadilan terhadap
/ anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya
ÿ menimbulkan kerugian pada Perunjida Air Minum Tirta

Daroy
t kecuali anggota Direksi 'yang bersangkutan

mengganti kerugian yang ditimbiilkan tersebut dan
disetorkan ke rekening kas umum daerah.

i

Paragraf 4 ,

Penghasilan Direksi

Pasal 49

(1) Penghasilan Direksi pada Perumda Ajir Minum Tirta Daroy
ditetapkan oleh KPM. !

(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaipiana dimaksud pada
ayat (1) paling banyak terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. tantiem atau insentif pekerjaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut, merigÿnai Ipenghasilan anggota
Direksi berpedoman pada peraturan pjerundang-undangan.

Paragraf 5
Keputusan Direksi;

;i
, Pasal 50

(1) Segala keputusan Direksi diamtiil daldm rapat Direksi.
(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan jDireksi dapat diambil

di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi
setuju tentang cara dan materi yang djiputuskan.

(3) Dalam setiap rapat,pireksi dibuat risalah rapat yang berisi
hal yang dibicarakan dan dipi;tuskan, termasuk apabila
terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf ...
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Paragraf 6
Kekosongan Direksi

Pasal 51

(1) Dalam hal teijadi kekosongan jabdtan seluruh anggota
Direksi, pelaksanaan tugas pengtjrusan Perumda Air
MinumTirta Daroy.dilaksanakan olehl Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk Ipejabat dari internal
Perumda Air Minum Tii;ta Darojr untuk membantu
pelaksanaan tugas Direksi sampai ilengan pengangkatan
Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabdtan seluruh anggota
Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan
Perumda Air MinumTiijja Darbyv.dilakpanakan oleh KPM.

(4) KPM dapat menunjuk pejabat dari [internal Perumda Air
Minum Tirta Daroy untuk membanitu pelaksanaan tugas
pengurusan Perumda Air Minum j Tirta Daroy sampai
dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi definitif paling lama 6j (enam) bulan.

Bagian Keempat j
Pegawai Perumda Air MinumTirta Daroy

Pasal 52
r '

ÿ

'• i " • !
Pegawai Perumda Air tylinum Tirta Darojy merupakan pekerja
Perumda » Air Minum Tirta Daroy, lyang pengangkatan,
pemberhentian, kedudukan, hak, dan keiyajibannya ditetapkan
berdasarkan perjanjian kerja sesuai' dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
ketenagakeijaan.

Pasal 53

i
(1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Daroy memperoleh

penghasilan yang adil dan layak qesuai dengan beban
pekeijaan, tanggungjawab, dan kinerja.

(2) Direksi menetapkan penghasilan ppgawai Perumda Air
Minum Tirta Daroy sesuai dengan rencana kerja dan
anggaran Perumda Air MinumTirta Daroy.

(3) Penghasilan pegawai Perumda Air ! Minum Tirta Daroy
paling banyak terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan; f

c. fasilitas; dan/atau ,
d. jasa produksi atau insentif pekeijaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai
Perumda Air Minum Tirta Daroy berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

Pasal



Pasal 54 j
i

Perumda Air Mintim, Tirta Daroy wajib mengikutsertakan
pegawai Perumda Air Minum Tirta Iparoy pada program
jaminan kesehatan, jaminan hari tua,| dan jaminan sosial
lainnya sesuai kemampuan perusahaan dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-unjdangan.

I
ÿ

Pasal 55 I
i

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air
Minum Tirta Daroy melaksanakan program peningkatan
kapasitas sumber daya manusia. j«>

Pasal 56 j
i
i

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Dajroy dilarang menjadi
pengurus partai politik. '* !

BAB VIII
RENCANA BISNIS PERUMDA AIR MILIUM TIRTA DAROY

;'V !
i

Bagian Kesatu |
Perencanaan j

Paragraf 1 |
Rencana Bisnis |

i
ÿr

Pasal 57 j

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana j bisnis yang hendak
dicapai dalamjangka waktu 5 (lima) t£hun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksiid pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. evaligasi hasil rencana bisnis sebellumnya;
b. kondisi Perumda Air MinumTirta baroy saat ini;
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;

dan
d. penetapan visi, misi, sasaran, sttategi, kebijakan dan

program kerja.
(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada

Dewan Pengawas untuk ditandatangapijDersama.
(4) Rencana bisnis yang telah ditandatarigani bersama Dewan

Pengawas disampaikan kepada KPM• untuk mendapatkan
pengesahan. .

(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada KPM.

I" . " u

Paragraf - ÿ
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Paragraf 2. j
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 58 ;

i

(1) Direksiwajib menyiapkan rencana kejja dan anggaran yang
rencana bisnis.
mana dimaksud pada

merupakan penjabaran tahunan dari
(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaik

ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci.program kerja
dan anggaran tahunan. . , |

(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada
Dewan Pengawas paling lambat pada (akhir bulan November
untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran yang I telah ditandatangani
bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk
mendapatkan pengesahan. i

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencaria jbisnis dan rencana
kerja dan anggaran Perumda Air Vlinum Tirta Daroy
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

i
t

Bagian Kedua
Operasional

t

i
Paragraf 1 !

Standar Operasional Prosedur
Pasal 60 |

(1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Daroy dilaksanakan
berdasarkan standar operasional prosedur.

(2) Standar operasional prosedur disusjun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Pengawas. I

(3) Standar operasional prosedur hanjis memenuhi unsur
perbaikan secara berkesinambungan.j

(4) Standar operasional prosedur sebagaijmana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit memuat aspek: I
a. organ; 1

b. organisasi dan kepegawaian; j
c. kevjangan;
d. pelayanan pelanggan; i
e.( reÿiko bisnis; |
f. pengadaan barang dan jasa; |
g. pengelolaan barang; I
h. pemasaran; dan
i. pengawasan.

(5) Standar operasional prosedur sebagaijmana dimaksud pada
ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu)
tahun sejak pendirian Perumda Air MinumTirta Daroy.

(6) Standar operasional prosedur sebagaijmana dimaksud pada
ayat (4) disampaikan kepada KPM.

Paragraf - ÿ



Paragraf 2
Pengadaan Barang dan ÿJasa

i

Pasal 61
. . i

(1) Pengadaan barang dan jasa Perunida Air Minum Tirta
Daroy dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
efisiensi dan.transparansi. j

(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda
Air Minum Tirta Daroy sebagaimanai dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

, Paragraf3 j
Kerjasama ;

l

Pasal 62
) ,

(1) Perumda Air Minum Tirta Daroy da[pat melakukan kerja
sama dengan pihak lain.

ÿ (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud j pada ayat (1) harus
saling menguntungkan dan melindungi kepentingan
Pemerintah Kota, masyarakat luas dan pihak yang bekerja
sama.

(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Aÿr Minum Tirta Daroy
dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai
dengan mekanisme internal.perusaha$n.

(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap
yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Daroy, kerja sama
dimaksud dilakukan melalui kerja saiha operasi.

(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan
ekuitas berlaku ketentuan:
a. disetujui oleh KPM;
b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Daroy 3

(tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
c. tidak boleh melakukan penyertaah modal berupa tanah

dari Perumda Air Minum Tirta Daroy yang berasal dari
penyertaan modal Kota; dan

d, memiliki bidang usaha yang menuhjang bisnis utama.
(6) Perumda Air, Minum Tirta Daroy memprioritaskan kerja

sama dengan Perusahaan Umum Daÿrah Air Minum milik
Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja
sama Kota. j

(7) Pemermtah Kota dapat memberikaiii penugasan kepada
Perumda Air MinumTirta Daroyÿuntuk melaksanakan kerja
sama.

* » *(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air
Minum Tirta Daroy berpedoman pada peraturan
perund'ang-undangan.

Paragraf ...
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Paragraf 4 j
Pinjaman i

Pasal 63 j '
(1) Perumda Air Minum Tirta Daroy dapat melakukan

pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat,
Pemerintah Kota, dan sumber dana lainnya dari dalam
negeri untuk pengembangan usaha dim investasi.

(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta
Daroy yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum
Tirta Daroy dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan
pinjaman.

(3) Dalaipa hal Perumda Air Minum Tirta Daroy melakukan
pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pemerintah Kota, tidak dipersyaratkan jaminan atas
persetujuan DPRK.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai piinjaman
Minum Tirta Daroy
perundang-undangan.

Perumda Air
berpedomÿn pada peraturan

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal.64

o

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri daril laporan triwulan dan
laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan dan laporan ta[hunan» sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikfc terdiri dari laporan
pengawasan yang disampaikan kepadk KPM.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimpksud pada ayat (2)
disampaikan paling lambat 30 (tigja puluh) hari kerja
setelah akhir triwulan berkenaan. ;

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimkksud pada ayat (2)
disampaikan paling lambat,90 (sembjlan puluh) hari kerja
setelah tahun buku Perumda Air I Minum Tirta Daroy
ditutup. |

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disahk;an oleh KPM. : ,, : j

(6) Dalam . hal terdapat Dewan j Pengawas tidak
menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai taia cara penyampaian
dan penyeba.rluasan laporan tahunan Dewan Pengawas
berpedonian pada peraturan perundarlgÿ-undangan.

Paragraf ..
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Paragraf 2 |
Pelaporan Direksi j

i

Pasal 65 !
t

(1) Laporan Direksi Perumda Air Minun Tirta Daroy terdiri
dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan
tahunan.

(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan
operasional dan laporan keuangaijf yang disampaikan
kepada Dewan Pengawas. j

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan
laporan manajemen yang ditandatapgani bersama Direksi
dan Dewan Pengawas. j

(4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)1 disampaikan kepada
KPM. a j

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimjaksud pada ayat (4)
disahkan oleh KPM paling lambat vjraktu 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah diterima. I

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada
masyarakat pading lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah
laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disahkan oleh KPM.

(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tjidak menandatangani
laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus disebutkan alasannya secara te

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai ta
dan publikasi laporan tahunan Direjcsi berpedoman pada
peraturan perundang-undangan. !

j
'i - i

Paragraf 3
LaporanTahunan ÿ

rtulis.
a cara penyampaian

Pasal 66

(1) Laporan tahunan Perumda Air Minuim Tirta Daroy paling
sedikit memuat: !
a. laporan keuangan; ~y
b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
c. laporan pelaksanaan tanggungi jawab sosial dan

lingkungan; •

d. rincian masalah yang timbul selaÿna tahun buku yang
mempengaruhi kegiatap usaha j perusÿhaan umum
Daerah; i

e. laporan mengenai tugas pengawasan. yang telah
dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku
yang baru lampau; !

f. nama anggota Dirqlfsi dan -anggota Dewan Pengawas;
dan I

g. , pepghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan
. Pengawas untuk tahun yang baru jlampau.

(2) Laporan -ÿ
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baru lampau dalam

(2) Laporan keuangan sebagaimana diriaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit memuat:
a. npraca akhir tahun buku yang

perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
c. laporan arus kas; |
d. laporan perubahan ekuitas; dan
e. catatan atas lappran keuangan.

BAB IX
PENGGUNAAN LABA DAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu i

Penggunaan Laba
\

Pasal 67 !
Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Daroy berpedoman
pada peraturan perundang-undangan. i*

O Bagian Kedua
Penggunaan Laba Bersih

Pasal 68

G

(1) Penggunaan laba bersih setelah pajak Perumda Air Minum
Tirta Daroy untuk disetor ke Kas Kota dalam bentuk
deviden sebesar 55% (limja puluh lima persen).

(2) Penggunaan laba bersih lainnya sebesar 45% (empat puluh
lima persen) diatur dengan Peraturan Walikota dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) Pengunaan laba bersih sebagaimana! dimaksud pada ayat
(2) mencakup untuk : ,

a. Cadangari yang terdiri dari: j
1.(.Cadangan Umum;dan I

2. Cadangan Tujuan. I
tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR);
Dana Kesejahteraan; j
Jasa Produksi;dan ,, ;

b.
c.
d.
e. insentif KPM, pewan

bonus pegawai.
Pengawas dan Direktur serta

Pasal 69

Dividen Perumda Air Minum Tirta Darby yang menjadi hak
Kota merupakan penerimaan Kota setelah disahkan oleh KPM.

!

Pasal 70 !
ÿ -

Jika perhitungan laba rugi pada jsuatu tahun buku
menunjukkan adanya kerugian yang [tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan, kerugian tersebu|t tetap dicatat dalam
pembukuan Perumda Air Minum Tirta |Daroy dan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yjang tercatat tersebut
belum seluruhnya tertutupi • sesuai | dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. j

BAB ...tf
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(i)

(2)

(3)

(4)

BAB X
ANAK PERUSAHAA]

- »'f .i GG •

Pasal 71

Perumda Air Minum Tirta Daroy dapat membentuk anak
perusahaan.
Pembentukan anak perusahaan sebagaimana ' dimaksud
pada ayÿt (1) harus didahului dengan
Dalapi membentuk anak perusahaan,
Tirta Daroy dapat bermitra dengan:
a. badan usaha milik negara atau Perusahaan Umum

DaerahAir Minum lain; dan/atau
b. ba<dan usaha swasta yang berbadja

Mitra sebagaimana dimaksud pada j

memenuhi syarat:
a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun

kantor akuntan publik dengan hakil opini paling rendah
setara wajar dengan pengecualiaij:
perusahaan dalam kondisi sehatb.

persetujuan KPM.
Perumda Air Minum

in hukum Indonesia.
lyat (2) paling sedikit

terakhir yang diaudit

yang dinyatakan oleh
kantor akuntan publik dalam 1(satu) tahun terakhir;

c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
d. perusahaan mitra harus menyetoi dalam4 bentuk uang

secara tunai paling sedikit sebesar 25 % (duapuluh lima
persen) yang dihitung secara Uproporsional sesuai
kesepakatan dari modal dasar. !

(5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. disetujui oleh KPM; I
b. minimal kepemilikan saham 70%j (tujuh puluh persen)

dan sebagai pemegang saham pengendali;.
c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Daroy 3

(tiga) tahun terakhir dalam-keadaan sehat;
d. memiliki bidang usaha yang. menjunjang bisnis utama;

dan j
e. tidjak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah

dari Perumda Air Minum Tirta Dajroy yang berasal dari
penyertaan modal Kota. :

(6) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan
perubahan kepemilikan saham Perumda Air, Minum Tirta
Daroy,fdi anak perusahaan dilakukari dengan persetujuan
oleh KPM™ , , !

BAB XI
EVALUASI

Pasal 72. j
• . I

(1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Daroy dilakukan
dengan cara membandingkarii,antara target dan realisasi.

(2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Daroy sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sÿkurang-kurangnya 1
(satu) tahun sekali.

(3) Evaluasi
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nonkementerian.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh:
a. PerumdaAir MinumTirta Daroy;
b. Pemerintah Kota; dan/atau
c. kementerian/lembaga pemerintah

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud papa ayat (2) sekurang-
kurangnya meliputi:
a. penilaian kinerja;
b. (penilaian tingkat kesehatan; dan
c; penilaian pelayanarj. . , ,

Pasal 73

(1) Penilaian tingkat kesehatan merupa
PerumdaAir MinumTirta Daroy.

(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakuty
disampaikan kepada KPM.

(3) Penilaian tingkat kesehatan sebagai
ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perti
Daroy.

Pasal 74

kan tolok ukur kinerja

an setiap tahun dan

jnana dimaksud pada
mda Air Minum Tirta

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum
Tirta Daroy berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 75

(1) Pemerintah Kota melakukan pjembinaan terhadap
pengurusan Perumda Air MinumTirtd Daroy*

(2) Pembinaan sebagaimana
( dimakspd pada ayat (1)

dilaksanakan oleh: I
a. Sekretaris Daerah; I
b. Pejabat pada Pemerintah Kota y4ng meljakukan fungsi

pembinaan teknis BJJMD; dan
c. Pejabat pada Pemerintah Kota yang melaksanakan

fungsi pembinaan atas permintaan.Sekretaris Daerah.

Pasal 76 j
Sekretaris Daerah melaksanakan fjembinaan terhadap
pengurusan, :Perumda Air Minum Tirta Daroy pada kebijakan
yang bersifat strategis. ' I

Pasal 77
l

(1) Pejabat pada Pemerintah Kota yarig melakukan fungsi
pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:

a. pembinaan



(2)

pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
pembinaan kepengurusan;
pembinaan pendayagunaan aset;
pembinaan pengembangan bisnis;|
monitoring dan evaluasi; |
administrasi pembinaan; dan j
fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

a.
b.
c.
d.
e.
f.
&
Penetapan pejabat pada Pemerintah
fungsi pembinaan teknis BUMD
perangkat Kota atau unit kerja pada
menangani BUMD.

Bagian(Kedua
Pengawasan

Pasal 78

Kota yang melakukan
disesuaikan dengan
perangkat Kota yang

o

O

(1) Pengawasan terhadap iPerumdd Air| Minum Tirta Daroy
dilakukanr untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan
Vang Baik.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksucl ayat (1) dilakukan
oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2)
dilakukap oleh satuan pengawas irjtern, komite audit,
dan/atau komite lainnya.

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2)
dilakukan oleh:
a. Pemerintah Kota;
b. Menteri untuk pengawasan umumj; dan
c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian untuk pengawasan teknis.
(5) Pengawasan oleh Pemerintah .Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a dilaksanaka
Pemerintah Kotayang melajcsanakan

Pasal 79

n oleh pejabat pada
ungsi pengawasan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembin
Perumda Air Minum Tirta Daroy berpedo
perundang-undangan.

aan dan pengawasan
man pada peraturan

BAB XIII
DANA PENSIUN

Pasal 80

(1) Direksi dan pegawai Perumda Air Mirjum Tirta Daroy wajib
diikutÿertakan pada 5 > program! pensiun yang
diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
atau pana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sesuai
dengan kemampuan perusahaan. 1

.w
(2) Penyelenggara
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(2) Penyelenggara Program pensiun se
pada ayat (1) didasarkan atas pert!
dan kepastian manfaat bagi Direksi
Air Minum Tirta Daroy sesuai
perundang-undangan.

(3) Atas pertimbangan efektivitas dan e
program pensiun sebagaimana dim
diutamakan dana pensiun, pe
diselenggarakan oleh lembaga yang d
ketentuan peraturan perundang-und

BAB XIV
ASOSIASI

(2)

Oagaimana dimaksud
mbangan optimalisasi
dan pegawai Perumda

dengan peraturan

isiensi penyelenggara
aksud pada ayat (1)
mberi kerja yang
tunjuk sesuai dengan
angan.

Pasal 81

(1) Perumda Air Minum Tirta Daroy w
Persatuan Perusahaan Air Minum.
(PERPAMSI).
Perumda Air Minum Tirta Daroy
PERPAMSI sebagai asosiasi yang m
kerja sama antar perusahaan umu:
dalam dan luar negeri dan be'rkoordf
terkailf di pusat dan daqrah. \v|

ajib menjadi anggota
Seluruh Indonesia

dapat memanfaatkan
enjembatani kegiatan

daerah air minum
inasi dengan instansi

BAB XV,
PEMBUBARAN

U

Pasal 82

(1) Pembubafjan Perumda Air Minum Tirt
sesuai peraturan perundang-undang

(2) Pembubaran Perumda Air Minum Ti
dengan. Qanun.

a Daroy dilaksanakan
n.
rta Daroy ditetapkan

an

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHlAN

Pasal 83

(1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta
kepegawaian PDAM Tirta Daroy Ko:a Banda Aceh yang
dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kota Banda
Aceh Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan
Air Minum pada Tingkat IIBanda Ace]

PDAM Tirta Daroy), menjadi hak, kewajiban, perlengkapan,
dan kekayaan serta kepegawaian Perijimda Air Minum Tirta
Daroy berdasarkan Qanun ini.

(2) Dewan Pengawas yang pada saat Qanun ini diundangkan
telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugasnya
hingga 1(satu) tahun setelah Qanun ini diundangkan.

(3) Direksi /
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(3)

(4)

dia:
Direksi yang mendudÿki jabatan s
saat Qanun ini diundangkan, dan
masajabatan berikutnya.
Semua peraturan pelaksanaan da
Tingkat II Kota Banda Aceh Nomor 2
Pendirian Perusahaan Air Minum p
Aceh (selanjutnya disebut PDAM Tirt
berlaku sepanjang tidak bertentanga
dengan peraturan yang baru berdasar

aat ini berakhir pada
ngkat kembali untuk

;ri Peraturan Daerah
Tahun 1975 tentang

ada Tingkat II Banda
a Daroy), masih tetap
n atau belum diganti
kan Qanun ini.

'ÿH:v BAB XVII
KETENTUAN PENUTtJP

Pasal 84

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Pers.
II Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 19
Perusahaan Air Minum pada Tingkat IIE
Daerah Tingkat II Banda Aceh Tahun
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

turan Daerah Tingkat
75 tentang Pendirian
anda Aceh (Lembaran
975 Nomor 2 Seri b)

Pasal 85

diPeraturan pelaksanaan atas Qanun ini
1(satu) tahun sejak Qanun ini diundangk

Pasal 86

Qanun inimulai berlaku pada tanggal diijmdangkan.

Agar setiap orang ÿmengetahuinÿ;
pengundangan Qanun ini dengan p
Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

itetapkan paling lama
an.

a, memerintahkan
4nempatannya dalam

Ditetapkan diiBanda Aceh
pada tanggal | VAci 2022 M

\\ S/<av0*\ 1443 H

jWaViRota bJandaacehj?

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal kin_2022 M

a
; 1443 H

Jf SEÿREfARISÿAERAH,

AMINULLAHIUSMAN

IMIkUDDJ
LEMBARAN DÿRAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 ijlOMOR A

NOREG Qÿ(NUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (k/23/2022);
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PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR A TAHUN 2022
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY

I. UMUM ÿ Ui

Air Minum sebagai salah satu kebutuhan pokok penting bagi kehidupan
masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan kepada masyarakat
memerlukan pembangunan dan pengembangan sistem, sarana, dan pengelola
penyediaan Air Minum. Perumda Air Minum Air Minum Tirta Daroy merupakan
BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kota yang keberadaannya
bertujuan untuk memberikan manfaat bagi
perkembangan perekonomian Kota dari sisi pelayarian penyediaan Air Minum.
Penataan pengelolaan terhadap Perumda Air Minum Air Minum Tirta Daroy
perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi
kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang bersih, sehat, cukup, dan
layak dirasakan semakin meningkat sesuai dengan perkembangan dan
kemajuan masyarakat. Hal tersebut tentu memerlukan keberadaan serta
penataan pengelolaan Perumda Air Minum Air Minum Tirta Daroy yang lebih
terorganisir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi dan
karakteristik masyarakat berdasarkanTata Kelola Perusahaanyang baik. Selain
menjalankan amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu.bah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah, pembentukan Qanun ini diharapkan dapat memperkuat etos
kerja, efisiensi, orientasi pasar, reputasi yang baik, dan profesionalisme
Perumda Air Minum Air Minum Tirta Daroy guna melayani masyarakat dalam
menjalankan fungsi sosialnya selain menghasilkan profit dalam mendukung
pembangunan Kota, melaksanakan pelayanan publik, menyeimbangkan
kekuatan pasar, dan . turut membantu mengembangkan usaha kecil dan
menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 j

Cukupjelas

Pasal 2
Cukupjelas

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (1)

Cukupjelas

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 5
Cukupjelas

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukupjelas
Ayat (4)

Cukupjelas
Ayat (5)

i(

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8
Ayat(l)

Cukupjelas
Ayat (2)

Cukupjelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10
Cukupjelas

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1) -

Cukupjelas

/



Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukupjelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukupjelas

Pasal 15
Ayat (1)

Cukupjelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)

ly Cukupjelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
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Pasal 21
Ayat(l)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)

Cukupjelas
Ayat (2)_ Cukup jelas

U Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 27
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 28
Ayat (1)

Cukupjelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

/



Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukupjelas

Pasal 3Q
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